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Abstrak

Direktorat PMD Kementrian PPN/Bappenas bekerjasama dengan konsultan penyedia barang dan
jasa telah melaksanakan studi kualitatif dasar Pemetaan kondisi awal (baseline data) kapasitas
pemerintah desa dan masyarakat di desa-desa lokasi P3PD sebelum pelaksanaan intervensi program
Komponen 1 dan Komponen 2 diluncurkan akhir 2021 sampai dengan akhir 2025. Tujuan akhir dari
program ini adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas belanja desa yang selanjutnya
akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian sudah selesai
dilaksanakan dan hasilnya harus didesiminasikan kepada para pemangku kepentingan untuk
dijadikan landasan evaluasi ada tidaknya perubahan dan dampak program P3PD yang telah
ditetapkan dan penyempurnaan pendekatan dan program P3PD yang telah dirancang sebelumnya.

Kata Kunci: Desa, Penguatan, Kapasitas, Pemerintah, Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Pada periode April sampai dengan Juli
2021, Kementerian  PPN/Bappenas
melalui direktorat pembangunan daerah telah
melaksanakan penelitian kualitatif dasar
(baseline) sebagai kegiatan awal sebelum
implementasi program Penguatan Kapasitas
Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD)
yang sudah dirancang untuk jangka waktu
lima tahun ke depan (2021-2025). Program
P3PD dirancang untuk menjawab bahwa
intervensi  pemerintah melalui instrumen
kebijakan fiskal berupa transfer dana desa
yang jumlahnya terus meningkat dari 20,67
triliun rupiah pada tahun 2015 hingga 72
triliun rupiah pada tahun 2019 masih belum
mampu mengatasi permasalahan desa yaitu
kemiskinan dan kesenjangan yang masih
relatif tinggi. Menurut hasil penelitian World
Bank, kondisi ini disebabkan oleh masih
rendahnya kapasitas pemerintah desa dalam
perencanaan pembangunan dan penganggaran
berbasis pada prioritas kebutuhan masyarakat,

masalah serta potensi desa. P3PD dirancang
dalam empat komponen program: komponen
1. Pemberdayaan =~ Pemerintah Desa
(Kementrian Dalam negeri); Komponen 2.
Pemberdayaan  Masyarakat (Kementrian
Desa, transmigrasi dan daerah tertinggal);
Komponen 3. Insentif Berbasis Kinerja
(Kementrian Keuangan); serta Komponen 4.
Pelaporan dan Koordinasi (Kementrian
PPN/Bappenas dan Kementrian PKM).

Penelitian baseline kualitatif ini bertujuan
untuk  mengidentifikasi: (1) kapasitas
pemerintah desa, (2) kapasitas masyarakat
dalam pembangunan desa, (3) partisipasi
masyarakat dalam pembangunan desa, (4)
akuntabilitas masyarakat dalam
pembangunan, (5) kondisi literasi digital
masyarakat, serta (6) faktor kelembagaan
masyarakat dalam pembangunan  desa.
Penelitian telah dilaksanakan di empat
Provinsi yaitu: Sumatera Selatan (Kabupaten
Musi Banyuasin), Jawa Tengah (Kabupaten
Sukoharjo), Nusa Tenggara Barat (Kabupaten
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Lombok Barat dan Lombok Utara), serta
Kalimantan Selatan (Kabupaten Tanah
Bumbu).

Kegiatan diseminasi hasil penelitian dasar
kualitatif ini disampaikan kepada para
pemangku kepentingan P3PD dari seluruh
Kementrian dan Lembaga yang bertanggung
jawab untuk melaksanakan setiap komponen
intervensi dan representasi dari pemerintah
daerah calon penerima manfaat dari program.
Adapun tujuannya adalah memberikan
informasi dasar hasil pemetaan tentang : (1)
kapasitas pemerintah desa dalam
perencanaan, pengelolaan keuangan dan
penyusunan regulasi; 2 kapasitas
masyarakat dalam pembangunan desa; (3)
partisipasi  masyarakat dalam  proses
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
desa; (4) partisipasi masyarakat dalam
pengendalian dan akuntabilitas pembangunan;
(5)kondisi literasi digital; masyarakat; serta
(6) kondisi dan kinerja kelembagaan
masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah
desa dalam pembangunan. Data dan
informasi dasar ini akan dijadikan acuan
untuk mengevaluasi apakah intervensi P3PD
berdampak positif terhadap perubahan
kapasitas pemerintah desa dan masyarakat
yang akan diukur pada akhir program
(endline) dan berdampak pada pengurangan
tingkat  kemiskinan dan  kesenjangan
masyarakat desa. Selain itu, informasi dasar
ini akan memberikan masukan  bagi
penyempurnaan program dan kegiatan serta
pendekatan implementasi intervensi P3PD
yang sudah dirancang sebelumnya.

Il. METODE
1) Tahapan Aktivitas yang Dilakukan

egiatan diseminasi hasil penelitian

baseline  kualitatif P3PD ini
diorganisasikan oleh PT. Binadaya Inti
Dinamika, sebagai perusahaan konsultan
yang dikontrak oleh Bappenas untuk
mengerjakan pekerjaan ini. Penyusunan
kerangka acuan pekerjaan, penyusunan
jadwal acara dan undangan dilakukan oleh
pihak manajemen konsultan dan tim teknis
dari Bappenas. Penulis sebagai ketua tim
penelitian dibantu oleh Tenaga Ahli
Pemberdayaan Masyarakat menyiapkan
materi diseminasi berupa ringkasan hasil
studi, simpulan dan rekomendasinya
dalam bentuk PPT. Sebelum disampaikan
kepada forum peserta di tingkat nasional,
materi  diseminasi  terlebih  dahulu
didiskusikan di forum internal tim teknis
Bappenas untuk mendapatkan masukan
dan persetujuan tentang jumlah slide,
waktu paparan, substansi hasil penelitian,
simpulan dan rekomendasi.

Peserta kegiatan diseminasi terdiri dari
representasi Kementrian dan Lembaga
yang terkait dengan empat komponen
P3PD, representasi dari empat provinsi dan
kabupaten wilayah penelitian dan calon
penerima manfaat dari program, ketua tim
dan tenaga ahli penelitian, tim teknis
Bappenas, dan wakil dari manajemen
konsultan. Jumlah peserta keseluruhan
sebanyak 45 orang. Kegiatan diseminasi
dilakukan melalui zoom meeting yang
diselenggarakan pada tanggal 14 Juli 2021.
Berikut adalah susunan acara kegiatan
diseminasi hasil penelitian kualitatif dasar
P3PD.
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Tabel 1.
Rundown acara diseminasi Hasil Studi Baseline Kualitatif P3PD
No Waktu Materi Narasumber
14 Juli 2021
1 09.00-09.30 = Pembukaan: =  Bappenas

= Sambutan dan pengarahan

diseminasi

2 09.30 —10.00  Presentasi hasil studi

kualitatif P3PD

baseline

= Nurhayat Indra (Ketua Tim Konsultan)

4 10.00 - 11.30

Sesi tanggapan dan tanya jawab

=  Moderator dari Bappenas
= Pemakalah (Nurhayat Indra)

=  Perwakilan dari Kementrian dan
Lembaga terkait P3PD
= Perwakilan dari Provinsi dan

Kabupaten wilayah studi dan calon
penerima manfaat.

5 11.30-12.00
lanjut

Kesimpulan dan rencana tindak

=  Moderator dari Bappenas

Tim yang Terlibat Dalam Kegiatan

Pekerjaan studi baseline kualitatif P3PD
merupakan pekerjaan pengadaan barang
dan jasa konsultasi yang dilaksanakan oleh
pihak ke tiga sebagai pemenang lelang
terbuka yaitu perusahaan konsultan
penyedia barang dan jasa PT. Bina daya
Inti Dinamika. Oleh karena itu tim yang
terlibat dalam kegiatan diseminasi hasil ini
terkait dengan tiga pihak, yaitu Bappenas
dalam hal ini direktorat pembangunan

daerah  sebagai pemilik  pekerjaan,
perusahaan konsultan pelaksana, serta
tenaga ahli yang dikontrak untuk

melaksanakan pekerjaan penelitian.
Persiapan Tools Dan Materi

Kegiatan diseminasi hasil penelitian P3PD
awalnya dirancang secara tatap muka
karena pada bulan Juli 2021 diprediksi
pandemi Covid-19 di tanah air akan
mereda, tetapi kondisi sebaliknya terjadi
pada bulan ini justru Indonesia masuk
gelombang ke-dua Covid-19 yang paling
parah. Oleh karena itu penyelenggaraan
diseminasi hasil dilakukan secara online
dengan menggunakan fasilitas zoom
meeting. Persiapan teknis zoom meeting
dilakukan  olen  pihak  manajemen

4)

konsultan, materi disiapkan oleh ketua tim,
sedangkan undangan kepada Kementrian
dan Lembaga terkait serta perwakilan dari
daerah  penelitian  dilakukan  oleh
Bappenas. Substansi materi diseminasi
mencakup:

1. Pendahuluan (latar belakang, tujuan,
dan sasaran)

2. Disain riset (wilayah  sampel,
informan, dan theoretical change)

3. Temuan Penelitian

4. Simpulan umum dan rekomendasi.

Penentuan Peserta

Sasaran utama diseminasi hasil baseline
studi kualitatif P3PD adalah Kementrian
dan Lembaga yang bertanggungjawab
untuk  mengimplementasikan ~ empat
komponen P3PD yang telah disampaikan
di depan yaitu: perwakilan dari
Kementrian Dalam Negeri (Komponen 1);
Kementrian Desa, Transmigrasi dan
Daerah  Tertinggal (komponen  2),
Kementrian Keuangan (komponen 3),
serta Kementrian PPN/Bappenas dan
Kementrian PKM (komponen 4). Selain
itu, peserta diseminasi juga berasal dari
perwakilan provinsi dan kabupaten tempat
studi dan calon penerima manfaat P3PD.
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Jumlah peserta yang hadir sebanyak 35
orang.

5) Metoda Penyampaian Materi

Metode yang digunakan dalam kegiatan
diseminasi ini adalah paparan hasil dengan
menggunakan visualisasi slide PPT dan
dilanjutkan dengan diskusi, tanggapan dan
tanya jawab. Keseluruhan acara dipandu
oleh moderator atau pimpinan diskusi yang
berasal dari Direktorat Pembangunan
Daerah Bappenas.

6) Evaluasi Kegiatan

Efektivitas proses dan pencapaian tujuan

kegiatan diseminasi secara langsung
diamati oleh penulis sebagai nara sumber
tunggal pada Kkegiatan ini. Indikator
evaluasi menggunakan jumlah peserta

yang hadir di ruang zoom meeting,
antusiasme peserta dalam memberikan

Temuan 1:Kapasitas Pemerintah Desa

- —

Kab. Sukoharjo -

® Kapasitas Pemerintah desa di desa calon intervensi maupun kontrol dalam perencanaan
pembangunan desa masihlemah Hal ini disebabkan karena lemahnya kemampuan tim 9 atau
1 untuk pengumpulan dan penggalian data yang cukup banyak dan kompleks melalui PRA
(participatory rural appraisal) sangat lemah sehingga menyebabkan RPJMDes belum
mencerminkankondisi dan masalah desa sesungguhnya, sementara fasilitasi dari Pendamping
Desa juga lemah (hanya memberikanfile tenplate RPJMDesdengan dominasi pembangunan
fisik untuk dikerjakan).

® Hal ini juga menyebabkan program pembangunan fisik selalu muncul lebih banyak sementara
program pem berdayaan masihbanyak belum tersentuh.

™ Kapasitas BPD dan perangkat aparatur desa juga lemah (karena faktor usia dan faktor

tanggapan hasil dan rekomendasi studi,
serta pertanyaan-pertanyaan yang muncul
terkait berbagai hal seperti metodologi,
pengolahan data dan validitas informan.

I11. HASIL DAN PEMBAHASAN

eperti yang sudah dijelaskan dalam

bagian pendahuluan artikel ini, bahwa
kegiatan diseminasi hasil studi kualitatif
P3PD ini adalah untuk memberikan informasi
dasar tentang kondisi kapasitas pemerintah
desa dan masyarakat beserta kelembagaannya
dalam proses pembangunan desa yang diawali
dari perencanaan. Pelaksanaan, pengawasan
dan pengendalian, serta pelaporannya kepada
publik secara transparan dan akuntabel. Oleh
karena itu pada bagian ini penulis menyajikan
hasil  temuan  studi, simpulan dan
rekomendasinya secara ringkas.

e

Kab. Lombok Utara & Barat ~

® Sebagian besar BPD kurang memahami alur proses pe maupun pelak

® BPD tidsk memashami tugas dan fungsinya dalam penyusunan Peraturan Desa. Inisiatif penyusunan
Peraturan Desa dar Pemerintah Desa.

® penggalian gagasan untuk perencanaan tidak dilskukan dengan proses yang partisipatif. Penggalian
gagasan di tingkat dusun tidek dilskukan musyawarsh bersama masyarskst dusun , tetapi kepala dusun
yang membaca dan kebutuhan ¥ kemudian  di kan kepada tingkat
musyawarsh desa.

® Kepala desa seperti raja-raja kecil yang memiliki kewenangan kuat yang kadang-kadang sulit diatur

kemauan) untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan cleh UU Desa. suprades .
Ada isu bahwa rerkruitasiperangkat desa juga kurang transparan. -
~ Kab. Tanah Bumbu V“/
B -
. 8 Pelahhankadesdan BPD hanya setelahdilantik saja, pesrta kurangdisiplin Sepertinyakurang terjadi
’ - y ja p igdisiplin Sepertiny. g terj
o Muei Banyuasin . lankartupoksiKadesdan BPD secaraprofesional Metodepelatihanboleh jadi
membosanlcan
*® KapasitasPemerintahDesa dalamperencanaan p \gan peny lasidan adaptasi Belum semua perangkat desa yang k k ¥ draft pe memperoleh
dan inovasidigitaldi desa desa calonintervensidan kontrol kondisinyasama saja blmbmgandan Supradesdan para Pendamping, schinggabisa jadi produk perencanaindlsusun sesuai
kumen perer tiRPIMDes RKPDes, dan APBDespada umumnnya dibuatkanoleh kplorasisu dan k -amendetaildan mendalam

L Kepaladesa memnhklpengnruhvangbesar proses perencanaanmelaluimusyawarahmusyawarahyang

PD dan PLD. Musyawarahmusyawarahdi tingkatdusun dan desa hanyaformalitassaja, masyarakatidak
panjang sekedar formalitas sebagian masyarakatkurang bermind untuk hadir dan menyuarakan

terlibat dan yang diundang biasanya keluarga dan orngancrang yang dekat dengan Kepala Desa
{parns\panlsemu) keinginannyakarena dokumen perencanaan RF/MDes RKPDes dan APBDes dibuat berdasarkan

memiliki ps Idal bilankeput pembar ! template dari PD dan PLD ataspesanan Kades dan cenderung menguntungkankeluargadan kroninya
* BPD jugacenderungyes man, kurangkrmsmemahnkarfungsn reguslasudanpermusawaratmdesa Hanya saja
di desa suk BPD nya d luberkont KepalaDesanya ® penggt iskeudesuntuk transparansidan akuntabilitappenggt )ggaranjuga masih banyak

® Pengg iskeudes oleh aparaturd ihlemahdan banyakkekeliruardal laporan masalah
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Temuan 2 : Kapasitas Masyarakat Desa

- S
Kab. Sukoharjo o - Kab. Lombok Utara & Barat T~ -

® Kapasitas masyarskat dalam penyampaian gagasan dan usulan perencanaan pembangunan masih kurang,

bimanys hanys diberikan formulirisian oleh AT den AW, dikumpulkan kemudian disampaikan dalam - dalam usulan dan gagasan pada lahap perencanaan
forum RT dan RW, padahal tradisi dan kultur masyarskat jawa pada umumnya senang diajak musyawarsh di tingkat musyawarah dusun annwl kurang, karena kebutuhan masyarakat hanya diduga
dan berembug . oleh kepala dusun saja.
® Fasilitasi pendampingandar KPMD juga kurang untuk penggalian gagman yang komprehensif melalui * Dalam diundang dan paparan program
PRA, tidak dilakukan sehingga terhadap sendin masih kurang . yang tinggal diputuskan.
* Hal ini menyebabkan usulan delam musyawarsh yang muncul uuu pcnb-un- fisik. Sosialisasi
mengensl adanya dana untuk program dad juga kurang..
Padahal jika dipetakan masalah untuk pemberdayaan ekonomi pmduml h-k bag kelompok perempuan
don pemuda sesual dengan potensi desa banyak . =
-~ Kab. Tanah Bumbu ‘._-‘
Kab. Musi Banyuasin & -
- L " lak b di desa de lon intervensi
® Kapasi i I dan i t ilikiperbedaan
dan pelak ih lemah Lembagalemb i PKK, KPM, RT, RW, Kepala Dusun dan Tokoh . kapad: ridak d: h dok gad
yarakat tidak dili y desa akib katidak iapa isi dari ; S arprogram
g RPIMDes RKPDesdan APBDes ucar:gansbanryamsudahduaphn
® Cacilitask i " Dridak dilakub . di desadesa k " . JlitasiPD dan PLD Ketsadesa, diagram
danSangadDesabarudibentuk lmlnnmnn kalmdor musim  tidak berjalan Iunva d-hua( di atas me|a PD dan PLD hanya
® Dominasi kepala desa sangat kuat untuk kan} BPD lemah. dan desa dan ogram dari pusat seperti

g tertut pada saat awal tim Survey masuk cenderung menolak dan

Suning, SDG,S, dil.
meminta surat persetujuandariDPMDdan Kecamatar) - Py HS

kuat untuk k sementaraBPD lemah dan
cenderung tertutup [terindikasikanjuga pada saat awal tim survey masuk cenderung menolak dan
meminta surat persetujuandariDPMDdan Kecamatar)

“A
>
Aemartoren MW

[

Temuan 3 : Partisipasi Masyarakat Desa

o S P
Kab. Sukoharjo -~ Kab. Lombok Utara & Barat -~ ”

® Partisipasi masyarakatkaum marjinal dan rentan dalam pelaksanaan sebagai penerima manfaat

g Partisipasi Ixelomook majllﬂ dalam pelaksanaan pembugunan masih sangat kurang , jarang
hidup i

§ramprogram penangguiangan | PKH dan BUT. Dalam \diri karena Biasanya kepala dusun/RT yang
®ip =l ’ "
e at dalam fisik seperti rabat jalan ® Keterlibatarperempuan dan pemuda dalam pelaksanaanpembangunanjuga masih kurang Biaunya
pengaspalancukup baik. hanya
® Partisipasi kelompok perempuan dan pemuda dalam sesuai o 2
. TRt by

karenajarangyangmengusulkan

Kab. Musi Banyuasin \( -] Kab. Tanah Bumbu ‘

®F jinaldan rentan, dan pemuda dan Lembaga-
|anbagnnya seperti PKK, KPM RT,RW dan Kepala Dusun masih lemah Mereka fidak
dilibatkan dalam px mereka fidak isi dari

apa
perencanaan tersebut bahkan mueka tidak mengetahui apa itu RPJMDes RKPDes dan

APBDes.
* Dalam pelaksanaan juga proyd(-pro;d( fisik banyak
dan kroni dari kepala desa.

® Karena tidak pernah dilibatkan/ tidak parfisipatif dalam proses perencanaan hanya dikuasai elit
m orang terdekat, hﬂhummnﬂmmuﬂdllm pulub.mm

ada yang
dssa masih alergi dengan keterbukaan dan mnsya«aan Partisipasi masyarakat daan
pembangunan juga cenderung pasif.

oleh keluarga

Temuan 4 : Akuntabilitas Masyarakat Desa

. T —
Kab. Sukoharjo - Kab. Lombok Utara & Barat _— _’

® Hampir semua desa ada musyawarah pertanggungjawaban penggunaan
APBDes oleh Pemerintah desa, dan ada media seperti baliho yang dipasang di
depan kantor desa terkait sumber-sumber pend: dan

h desa dan peruntukannya.

* Proseske
Kec Bendosari dan Kec. Gtogol hal InI disebabkankarena tuntutan masy arakat
tentang keterbukaanpenggunaan dana anggaran APBdes dan pihak pemerintah
desasudahke arah hal ini P katli
mana sifatorang jawa yang cepattanggap maka apabila tidak ada keterbukaan

dah cukupterfihat di desadesa di

.

Kab. Musi Banyuasin \( \:

® Laporan pertanggungiawaban terhadap Dana Desa tidak pernah dilaporkan kepada masyarakat
melalui forum musyawarahhanya dipasang di baliho di depan kantor desa (tetapi ditulis hanya
vdm-pdrl nya saja).
BPD pada umunya pro Kepala Desa (kecuali desa Sukarame) sehingga apa pun kebijakan dan
laporan dari Kepala Desa disetujui oleh ketua BPD dan perangkatnya

Kab. Tanah Bumbu ‘ ;

® Transparansi masih sebatas menampilkan RKP desa dengan baliho tapi masyarakat tidak
memahami  datangnya usulan itu, padahal semestinya  usulan-usulan yang
dipertanggungjawabkan itu adalah dari suatu proses besar perencanaan desa untuk 6 tahun ke
depan yang melibatkan masyarakat yang sesuai dengan visi misi kepala desa.

. Pembangunan fisik ada dengan kualitas seadanya, tetapi pola pikir masyarakat tidak dibangun
untuk kritis. Masyarakat kurang memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab untuk memelihara
hasil-hasil pembangunan .
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i

Temuan 5: Kemampuan Literasi Digital

Kab. Sukoharjo L ——

S ——
Kab. Lombok Utara & Barat —, 'I

® literasi digital masyarakat dalam hal mencari informasi dan menyebarkan

® Kemampuan literasi digital masyarakat dalam hal mencari informasi dan y kan
informasi sudah cukup baik. Sebagai modal sosial untuk masyarakat semakin kritis pada
pemerintah desanya.

*® pemanfaatan media sosial untuk berbagai kepentingan yang beragam dari komunikasi dengan
keluarga, komunitas, pencarian informasi politik bisnis, hiburan, dan kesehatan.

® Infrastruktur Jaringan internet juga pada umumnya cukup baik.

® Belum ada pemberdayaan digital dari pihak pemerintah desa.

»

Kab. Musi Banyuasin -

informasi sudah cukup baik.

® pemanfaatan media sosial untuk berbagai kepentingan yang beragam dari komunikasi dengan
keluarga, komunitas, pencarian informasi politik, bisnis, hiburan, dan kesehatan.

® Infrastruktur jaringan internet juga pada umumnya cukup baik.

® Belum ada pemberdayaan digital dari pihak pemerintah desa.

.

Kab. Tanah Bumbu ‘ g

. literasi digital masyarakat dalam hal mencari informasi dan menyebarkan

® Kemampuan literasi digital masyarakat dalam hal mencari inf dan
informasisudahcukupbaik.

informasisudahcukupbaik.
ep f media sosial untuk berbagal kepentingan yang beragam dari komunikasi

® pemanfaatan media sosial untuk berbagai kepentingan yang beragam dari k
dengan keluarga, k pencarian infa litik bisnis hiburan, dan kesehatan.

*® Infrastrukturjaringan internet juga pada umumnya cukupbaik.

* Belum ada pemberdayaan digital dari pihak pemerintah desa.

dengan keluarga, litik, bisnis hiburan, dan kesehatan.
*® Infrastrukturjaringan internet juga padaumumnya cukupbaik.
* Belum ada pemberdayaan digital dari pihak pemerintah desa,

ﬁ\dv'

Temuan 6 : Kelembagaan Masyarakat Desa

-

Kab. Sukoharjo i

* Kedalamandan kel 1jenis ragam kelembag y arakatelatif lebih baik
dibandingkandi 3 kabupatenwilay ahstudilainny a

* Keswaday aan kelembagaan masy arakat sudah mulai tumbuh ke arah yang
positit

* Ada point menarik di DesaTeluan (calon interv ensl karena Ibu Kades cukup aktif
dalam day p Sudah b pa tahun bekerja
sama dengan Wahid Foundallon rnakapada bulan Mei 2021 lalu meluncurkan
Desa Damai Kegiatannyalebih mendorong ke toleransi umat beragama dan
pemberday aanperempuan

Kab. Musi Banyuasin \t ‘_'
Swaday akelembag; ihlemah, tergantungdana desa

gian besar g pertiKarang Taruna, Linmas, BKD, LPMkurangaktif
Tidak fah gas da fungsiny adiundang rapat hadir tetapihany asebatasitu.

Tidak pernah memilikirencanakerja, tidak pemah ada rapat koordinasi danjarang
ada pembinaandari PD, PLD dan KPMD.

RT dan KPMD did desa caloninterv idan k ] pertengahan
2020 lalu, belum melaksanakantupoksiny amenjadi i intahds

P =

Kab. Lombok Utara & Barat ~~

* Swadaya kelembagaan masih lemah tergantung pada dana desa.

= Sebagian besar kelembagaan seperti Karang Taruna, Linmas, BKD, LPM kurang
aktif. Tidak faham tugas dal‘ltuwirvya . Diundang rapat hadir tetapi hanya
sebatas itu.

= Tidak pernah memilikirencana kerja , tidak pernah ada rapat koordinasi. Jarang
ada pembinaan dari PD, PLD dan KPMD.

= KPMD yang diharapkan mampu fungsi per y masyarakat
dalam proses dan F fidak akif.

= Pointmenarik di dssa-dsa calon infervensi ada lembaga adat “Majelis Kerama
Desa/MKD" yang akfif menangani dan memediasi konflik ringan non pidana di

masyarakat.
Kab. Tanah Bumbu "‘
. dana desa.
= Sebagian besar kuanbaaaan i Karang Taruna, Linmas, BKD, LPM kurang akfif.

Tidak faham tugas da fungsinya . Diundang rapat hadir tetapi hanya sebatas itu.
= Tidak pernah memilikirencana kerja, tidak pernah ada rapat koordinasi antar anggota.
Jarang ada pembinaan dari PD, PLD dan KPMD.
= Lembaga keammam seperti Yasinan dan Rukun Kematian cukup akiif dengan
keswadayam

ddanprnsaspwmcm peldusm@l’«wwsm Iida:alml

W
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Kesimpulan Umum

1. Ditemukanada indikasi bahwa kualitas belanja desa yang belum p g i d g di wilayah
perdesaan secara signifikan,karena kapasitas pemerintah desa dan masy arakat dalam p: p g desa, p y abelum
p ipatifdengan i luruh unsur masy arakatiesa secara baik dan benar. Penggalian gagasan masih dangkal dan
forumforummusy awarah hany af itas saja. D h para F ping Desa dengan kecenderungan
plate pola yang g pada program pembangunan fisik program p y lemah. Hal ini secara

gsung berpengaruh pada peng K peng pemanf daya, parti yarakatdalam p prog

dan akuntabilitasny a.

2. Peran P i Kabup dan K tan serta Tenaga Ahli, P ping Desa dan P ping Lokal Desa belum efektif untuk
ing pasitas Pemerintah Desa dan Masy \proses p g desa yang inklusif dan kompleks,pada

tahap p pelak dan p dalam upay a untuk gl ) y arakat melalui kualitas belanja y ang
efektifdan efisien.
3. K i dan literasi digital baik pemerintahdesa maupun masy arakat y ang semakinbaik, merupakan modal sosial untuk

mer y pembang;

yangi ef ektif
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Dalamupaya p paterjadiny aprosesperubah penlngkatarkualnasbelan]adesa
kaberdasarkan p \andan

Saran

PENINGKATAN  KAPASITAS PEMERINTAH DES KOMPONEN 1 PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT KOMPONEN 2
(KEMENDAGRI) (KEMENDES DAN PDTT)

Dalam upaya fekdifi i i dan koordinasi pendampingan di tingkat

studiini desa , diperlukan penyempurnaan (1) pola rekruitasi baik Tenaga Ahli profesional ,
Pendamping Desa, maupun Pendamping Lokal Desa dengan memperhatikan kompetansi
= Peningkatankapasi dinas p y aarmasy arakatian desa(DPMD) sesuai dengan dinamika dan per desa yang -(2) penyempurnaan  sistem
tingkatkabupaten dan k 1agar dapat program-pre Tenaga Ahli, P Desa dan Lokal Desa agar

pelatihansertabimbinganteknisy ang ef ektiiagi pemennlahdesadan BPD dalam

menjalankantugasdan fungsiny sesuai 1anp randesayang

inklusifdan berkelanjutan

d

Peningkatanef ektiifitasi: iklatdan bimbil nis k

BPD (yangmemilikik tuktim 9 atau11) dif ok

kapasitasy angkritikaldan mendesaky aitu(1) perencanaanpembangunandesabaik

jangkapanjang (RPJMDeg maupunjankapendek (RKPDeg yang sesuaidengan

dapat menjalankan peran, fungsi dan tugasnya sebagai agen perubahan dan pemberdayaan
masyarakat dan kelembagaannya .

P i PMD i isasidari P pingDesadan Pendamplng
Lokal[: i dologi car partisipatifnelaluipenggali dan
usulanmasy arakaty ang kongkmdan reallstlsdenganmetoda metodaartisipatifseperti
PRA dan FGD damengawalny adi berbagai tingkatmusy awarahdari mulaitingkat
dusun, hinggamusy awarattingkatdesa/musy awaralpembangunandesa

kebutuhanprioritasmasy arakay angdist partisipatif (2) kapasitasinov asi . .

pemant. P! I u[xn Y gyang dap e (2).ka iskalp 0 per desa untuk pusat belajar masyarakat

dan belanjadesa untukmen gantungarp pada transfemdana desa. i T il Takete T pormerinton ory masyeratet dsee K
modul mod\l onlineyang dsedlakan oleh Fla!form Akademi Desa 4.0. Platforini telah
meny edi kurikt lain y aitu: (1) Produkinggulan
kawasanperdesaan, (2) BUMDes, (3) Perencanadanmusyawarardesa (€] Good village
government, (5)Keuangandan akur (6)Kep pinandesa, (7)Ki

Dalam proses diskusi tanggapan dan tanya
jawab, peserta dari perwakilan Kementrian
dan Lembaga yang akan mengimplemen-
tasikan intervensi P3PD kepada pemerintah
desa dan masyarakat, menerima hasil sudi ini
dan akan dijadikan data dasar sebagai acuan
untuk evaluasi akhir terjadinya perubahan
kapasitas pemerintah desa dan masyarakat
serta dampak dari P3PD di akhir program
tahun 2025 yang akan datang. Meskipun
sebagian peserta masih ada yang mengkritisi
masalah metodologi risetnya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Proses kegiatan pelaksanaan diseminasi hasil
penelitian P3BD dapat berjalan dengan baik,
diberikan tanggapan dan apresiasi yang positif
olen para pemangku Kkepentingan utama
program dan akan ditindaklanjuti dengan
penyempurnaan pendekatan dan program-
program penguatan kapasitas pemerintahan
dan masyarakat berbasis digital untuk menuju
Desa Pintar yang membawa peningkatan
kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat
desa di masa mendatang.

desa (8)Strategipertumbuhanusahadesa dan (9)Tekno|og| Tepat GunaDesa

KPMD dapat memfasilitasi masyarakat kepada pusat-pusat penyedia TTG ( Techno Park, dan
pusat -pusat layanan konsultasi dan praktik bisnis UMKM (Inkubator Bisnis, PLUT ) dalam upaya
pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat .

Saran

Hasil-hasil ~ studi  serupa,  sebaiknya
didesiminasikan kepada seluruh pemangku
kepentingannya dalam rangka sosialisasi dan
memberikan umpan balik yang konstruktif
terhadap disain, implementasi dan evaluasi
program dan kebijakan pembangunan.
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